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Riset tentang Gerakan Sosial

Pengembangan forum berbagi pengetahuan

Pelatihan Kepemimpinan

Pemberdayaan Komisi Anggaran untuk anggaran yang berpihak pada kaum miskin

Proyek dan Aktivitas:

Ornop Indonesia pernah punya cerita gemilang dalam mengawal

demokratisasi di Indonesia. Misalnya saja penyelenggaraan bantuan

hukum, advokasi terhadap pelanggaran HAM, gerakan anti korupsi

dan pemberdayaan perempuan. Pada masa-masa itu, Ornop berada di garis

depan perintis perubahan. Kini, demokratisasi telah memasuki tahapan baru,

pintu aspirasi dan mobilitas telah terbuka lebar. Akibatnya negara bukan lagi

wilayah tertutup yang dikuasai elit terpilih, negara kini merupakan arena

terbuka tempat berbagai kelompok kepentingan bersaing. Tahapan baru

tengah bergulir ini membutuhkan pendekatan, strategi dan peran baru dari

masyarakat sipil.

Masyarakat sipil didorong untuk mengembangkan “strategi campuran” baru

dalam advokasinya terhadap Negara, dari “mengawasi dari luar” bergeser

menjadi ke “mendukung di dalam secara kritis” demi meningkatkan pengaruh

mereka terhadap kebijakan dalam system demokratis. Meski belum cukup

memberi solusi komprehensif, setidaknya riset menunjukkan perpektif baru

atas problem kepemimpinan negara yang ada. Negara tidak lagi dijauhi, hanya

perlu diberi tahu di mana tempat yang tempat: menjamin kebebasan sembari

terus menjamin pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi warganya.

Strategi apa yang harus

dikembangkan oleh

masyarakat sipil agar bisa

memanfaatkan peluang politik

yang dibukakan oleh

demokrasi?

Pengaruh dan keterlibatan

seperti apa yang harus

dikedepankan?
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ditujukan pada peningkatan

ketrampilan manajerial ataupun

kecakapan teknis tertentu, namun

lebih pada kemampuan untuk

memahami perubahan dan

menentukan arah gerakan

masyarakat sipil. Impilikasi lain dari

capaian ini adalah terbangunnya

embrio jejaring pemimpin muda

Ornop yang tersebar di 6 (enam)

propinsi

Menyepakati

untuk mengembangkan

pengaruh kebijakan (

)  masyarakat sipil dalam

sistem kesejahteraan sosial, baik di

tingkat nasional melalui

pembentukan Jejaring Pertukaran

Informasi (JPI) sebagai

maupun di tingkat

lokal dengan eksplorasi model

.

adalah model pengembangan

sistem kesejahteraan sosial yang

melibatkan sinergi antara aktor-

aktor masyarakat sipil dan negara di

tingkat sub-nasional.  Model ini

disepakati oleh para

Prakarsa sebagai

terobosan untuk mengatasi

besarnya hambatan struktural yang

mungkin dihadapi bagi reformasi

sistem kesejahteraan sosial di

tingkat makro-nasional. Di sisi lain,

keberadaan berskala

luas bisa menjadi modal awal bagi

model engaged

governance

policy

influence

national

issues network

welfare district   Welfare district

stakeholder

learning workshop

issue network

model tersebut, dan memfasilitasi

terbentuknya ruang belajar bagi

mereka untuk mengembangkan

kapasitas melalui berbagai aktivitas

riset dan advokasi.

Dari serangkaian aktivitas di atas,

terkait dengan tema penelaahan

peran baru masyarakat sipil,

Prakarsa telah mencapai hal-hal

berikut:

Merumuskan

bagi para pemimpin

muda Ornop. Model yang

dikembangkan lebih

menitikberatkan pada

pengembangan visi dan

kemampuan merumuskan posisi

stratejik untuk mendukung proses

konsolidasi demokrasi. Metode-

metode yang dikembangkan tidak

model awal forum-

forum pengembangan

kepemimpinan

Prakarsa menggelar serangkaian

aktivitas bersama nya.

Bentuknya berupa riset bersama,

pelatihan kepemimpinan dan

pendampingan. Tujuan dari

rangkaian aktivitas tersebut adalah

mencarikan model pembangunan

alternatif yang mengakar dan

kompatibel dengan Indonesia.

Model pembangunan alternatif

yang dibayangkan Prakarsa itu akan

berada di bawah kepemimpinan

masyarakat sipil  dan bekerja bagi

Perluasan Sistem Kesejahteraan

Sosial di Indonesia. Model alternatif

itu juga diharapkan akan mampu

menciptakan generasi baru

pemimpin masyarakat sipil

Indonesia yang memiliki kapasitas

dalam memformulasi dan

mengimplementasikan model-

stakeholders
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Engaged governance adalah forum serta proses yang memfasilitasi peran serta kapital sosial yang dimiliki masyarakat sipil ke dalam proses pengelolaan
pembangunan di suatu tingkat pemerintahan. Forum atau proses ini memampukan pengarusutamaan 'voice' dari masyarakat sipil ke dalam perumusan
kebijakan publik. Lihat Katsiaouni, O. 2003. Decentralization and Poverty Reduction : Does It Work? Paper dalam Fifth Global Forum on Reinventing
Government. UNDP, UNCDF, WBI, dan UN-DESA. Mexico City.

Training Pengembangan Kepemimpinan ORNOP, Bogor 26-29 Juni 2006



akses masyarakat sipil ke dalam proses politik

perumusan kebijakan.

Pencapaian ini masih jauh dari memuaskan. Untuk

menyempurnakannya, Prakarsa akan melakukan hal-

hal berikut

di beberapa

lokalitas (kabupaten/kota) terpilih melalui riset-riset

aksi untuk memetakan peluang bagi

di tingkat lokal.  Proses pada fase

pertama telah berhasil mengidentifikasikan

beberapa lokalitas yang potensial bagi

pengembangan model tersebut, seperti di

Kabupaten Kupang, Kota Makassar, maupun

Kabupaten Kulon Progo.

Jaring

Pengembangan Isu Nasional (

menjadi jejaring (perumus) kebijakan

nasional ( ).  Jejaring ini

Pematangan konsep welfare district

engaged

governance

Memfasilitasi proses pengembangan

national issue

network)

national policy network

?

?

Stone et al dan Kingdon dalam Neilson (2001) mendefinisikan policy network sebagai 'jejaring yang mantap dari beragam aktor kebijakan, baik di dalam

maupun di luar pemerintahan, yang terhubung erat dengan proses perumusan kebijakan dalam satu area kebijakan tertentu'. Pollard, A dan Court, J.

2005. How Civil Society Organisations Use Evidence to Influence Policy Processes : A literature review. ODI Working Paper 249. ODI. London

Kingdon dan Stone et al dalam Neilson, S. 2001. IDRC-Supported Research and Its Influence on Public Policy : Knowledge Utilization and Public Policy

Processes ! A literature Review. Evaluation Unit IDRC
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